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MEMUTUSKAN .
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UMNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM KABUPATEN MUARA
ENIM

BAB 1
KETENTUAN UMUM

' Fasal 1

Dialam En:puruaan ini vang dimaksud dengan :

Dacrah ad:dlah Kabupaien Muara Enim.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintsh Kabupaten Muam Emnim,
Bupati adalah Bupati Muara Enin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kﬂbupﬂtﬂn Mum*a
Exrina,

Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muara Enim.

Dhnas Perindustrian, Perdagangsn dan Koperasi adalah Dinas
Perindustrian, Prrdagangan dan Hoperasi Kabopsaien Muara
Dinas Keschatan sdalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muarm
Erimn.
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8. Dinas Pendidiltan Nasional sdalah Dinas Pendidikan Nasional
Habupaten Muara Enb.

9. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Eabupeten Muara
Enim.

10, Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kebupaten
Muara Enim,

11. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Muara Enim.

12, Dinas Pertanisn Tanaman Pangan adalah Dinas Pertandan
Tannman Pangan Kabupaten Mpara Enimn.

13, Dings Perkebunan den Kehutansm adalah Dinas Perkebunan
dan Kebutanan Kabapaten Muara Endu.

14, Dinas Tenaga Kerja dan Trapsmigrasi adalah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muars Enim.

15, Unit Pelaksana Teknis Dinas adalab Unit Pelaksana Telmis
Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang selamjutoya disebut
UPTD.

 16.Kepala Unit Prlaksana Teknis Dinas adalah - Kepala Umit

Pelaksana Teknis Dinas Daecrsh Kabupaten Musra Enim yang

selanjutnya di sebut Kepala UPTD.

BAR I
FEMBENTUKAN
Pasal 2
pengan Keputusan ini di bentuk Unit Pelaksena Telnis Dinas :

1.Unit Pelaksana Telknis Dinas (UPTD) Kehersihan dan Pertamanan
nada Dinas Lingkuagan Hidup, terdivi dari 4 (Empat) UPTD
a. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim |
. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Enim
¢, UPTDH Kebersiban dan Pertamanan Kota Talang Ubi ;
d. UPTD Kebersihan dan Pertemansn Hota Prabumudin,

2 Upit Peloksans  Teknis Dinas [(UPTD) Pesar pada [Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdivi dari 4 (Empat)
UFTD :

. UPTD Pasar Muoara Enim ;
h. UPTD Pasar Tanjung Enun ;
¢. UPTD Pasar Talang Ul ;

d. UPTD Pasar Prabumulih,

3.Unit Pelakssna Telmis Dinas (UPTD) . Puskesmas pada Dinas
Kesehatan, terdiri dari 25 { Dua Palah Lima ) UPTD :
a. UPTD Puskesmeas Pulau Panggung ;

h. UPTD Puskesmas Pajar Bulan |

¢, UPTD Puskcamas Tanjung Raya |

d. UFTD Puskesmas Tanjung Agung;

e. UPTD Puskesmas Tanjung Enim |

£ UPTD. i en
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£ UPTD P‘uskﬁamas h'!llara Edrim ;
UPTD P'uﬂkl.'!ﬁm Hjan Mas ;
UPTD Puskesmas Gunung Megng
UPTD Puskesmas Sumaja Makmur ;
UPTD Puskesmas Telak Lubuk ; :
UPTD Puskesmas Talang Ubi ;
UFTD Puskesmas Simpang Eﬁhat
- UFTD Puskesmas Air [tam ,
UPTD Paskesmas Tanah ﬁhaﬂg ;
UPTD Puskesmas Tebat Agung ;
UPTD Puskesmas Muara Emburung ;
UPTD Puskesmas Beringin ;
UPTD Puskesmas Sumber Mulia |
UFTD Puskesmas Sugih Waras ;|
UPTD Puskesmas Prabumulih Barat ;
UPTD Puskeamas Pasar Prabumulih ;
IJPTD Puskesmas Prabumulih Timor :
. UPTD Puskesmas Lembak ;
UPTD Puskesmas Gelombang |
UPTD Puskesmas Sukaraomi,

Lﬂ?iﬂF-"!“‘*nF‘PFFE"*F"‘?*"FﬂP

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas {UFm:. Gudapng Farmasi pada
Dinas - Kesehatan .

3. Unit Pelaksana Teknis ]:J-maa{UFTD} Lahmatnnnmmrpmianmas o
Kesebatan ; .

6. Unit Pelalksana Teknis Dinas (LPTD) E::mggar Kegiatan Belajar
Fﬂdﬂﬂm&mﬂm .

- 7.Unit  Pelaksana Tﬂkﬂlﬂ Dinas [UPTDY Mﬂtu&]ﬂt Berat dan

Perbengkelan pada Dinas Bina Margs ;

8. Unit Pelaksana Tekpis Dinas (UPTD) Pengujian Kendarsan
Bermotor pada Dinas Perhubnngan, terdiri dari 2 { Dua ) UPTD ;
a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Muara Enim,

b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Prabumniih,

| ©.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dan Perparkiran

pada Dinas Perhubungan, terdini dari 4 { Empat } UPTD ;
a. UPTD Terminal dan Perparkivan Muara Enim.
b. UPTD Terminal dan Perparkiran Tanjung Enim.

c. UPTD Terminal dan Perparkivan Talang Ubi.
d. UFTD Terminal dan Perparkivan Prabumulbh,

10. Unit Pelaksana Tekmis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan
(KPH} pada Dinas Peterpakan dan Perikanan, terdin dar 2
{ Dua) UPTD ;
a. UPTD RumahﬁnmngﬂewanMumEmm.
b, UPTD Rumah Potong Hewan Prabuwmulib,

11. Unit Peluksana Teknis Dinas (UPTD) Balsi Benih Tkan (BB
pada Dinas Peternakan dan Pertkaman ;

12, Unit ...........
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12, Uit Pelalesana Tekniz Dinas {UFTD) Balai Protelsi Tanaman

Pangan dan Hortikulowa (BPFTPH) pada Dinas Pertanian
Tanamean Pangsan |

13 Unit Pelalsana Tekos Dinas [UPFTD) Belai Pengawadan muta
dan sertifikasi Benih / Bibil Pertaniao Tansman Pangan dan
Hortibmiltura [(BPSETPH] pada Dinas Perfapian  Tanaman

Pangan ;

14. Unit Pelaksana Teknis Dinss (UPTDY Pembibitan pada Dinas
Perkebdoun dan Hehutanan ;

15, Unit Pelalsana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAR IH
REDUDUEAN, TUGAS POREOK DAN FUNGSI

Bagian Pertsoia

UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas
Lingkungan Hidup

Pasal 3

{1} UPTD Kebersihan dan Perlamanen  merupalan  unsur
pelafsana telnis Operasional Dinas Lingkongan Hidup di
bidang penvelenggeraan Nebersihan dan Pertamanan ;

(2} UPTD Kebersihen dan Pertsmbanan di pimpin oleh seorang
Kepala vang berada di hawah dan bertanggung jawab képada

Kepala Dimnas Lingkungan Hidup dan secara operssional
dikoordinasikan oleh Camat,

Pasal 4

UPTD Kcbersiban dan Pertamamean mempunyal | (ugas
melalksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang
penyvelenggarasn kebersiban kota dem Pertamanan yang menjadi
tangeung jawaboyva  melipoli  pengumpulan  den  pembersiban
sampah pads jalan wmum, Komplek perkasitoran, pertokoan,
peiumahan,  pembersiban sabvan dan seloksn, Penganghkutan
sampah seria melaksanakan penatean keindaban kota dan
pertamanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tagas tersebut -pada pasal 4, UFID
Hebersihan dan Pertamanan mempunysai fungsi :

a. Pelaksanasn penvapnan jalan nmuam, komplek perkantoran,
pertokoan dan peramahan ;

h. Pelaksanasan 'I:mg'i,tmpui.qn dan pembersibhan sampah,
pembersithan saluran dan seloksn |



¢, Pelaksansan penganpkutan - dan pembusngan sampah dai
tinja ke tempat pembusngan akhir ;

d. Pelaksansan penatdadn dan pemeliharasn keindahan kota ;

e.  Pelakssmaan penanaman, pemclibarasn, perswetan tamemn-
taman dan pohon pelindung ;

f Pelaksapsan wrosan  administrasi, keosngan dan  rumah
taliggaL

Bagian Kedua

UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperas:

Pasal 6

{1} UPID Pasar merupakan unsur pelaksana teknis Operasional
Dinmg Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang
Pengelolasm Pasar ;

{2) UPTD Pasar di pimpin oleh scorang Kepala yang berada di
bawah dan  bertanpgung jawab lkepada Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan - sechra
operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 7
UPTD Pasar mempunyai tapgas melalsanakan sebagian togas Dinas

Pesindusirian, Perdagangan den Koperasi di bidang pengelolaan
Pasar vang menjadi temggungjewabnya meliputi pengaturan dan

penertiban  pedagang, penagiban retibusi, pengawasen dan
pemehbisraan  kebersihan pasar.
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tngas terscbut pada pasal 7 , UPTD Pasar
mempunyal fungs: :

a.  Pelaksanasn pengaturan dan penempatan podsgang |

b,  Pelaksanaan pengawasan dan penertiban pasar

o, Pelaksanssn pepagihan dan pencrimaan retribusi pasar ;
d. Polaksanasn kebersihan linghungan pasar ;

e. Pelaksanasan wrusan adininistrasi, keuangan dan  rumah
tangpa. '

Bagian Ketiga
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Pasal 9... .. ...
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(1) UPrD" Puskesmas mernpakan unsur pelaksana  teknis
Operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan keschatan
trarakat ; . _

(3 UPTD Puskesmas di pimpin olch seorang Kepala yang berada
di bewah dan bertanggung jawab kepads Kepala Dinas
Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 10

UPT) Puskcsmas mempunyai tugas melalsanakan sebagian tugas
MHnas Kesehatan di bhidang = pelayanan, pembinsan  dan
pengembangan  upaya  kesehatan - scoats  paripuing kepada
masyvarakat wilayah kerjanya. o '

Pasal 11

Untuk:menyﬂhcnggﬁmkan tugas tersebut pada pasal 10, UPTD

Puskesmas mempunyai fungsi @ :

s, Pelaksanasn pelayanan upaya kesehatan den kesejahternan
ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi dan
perawatan kesehatan masyarakat |

h. Pelaksansan pencepahan  dan  pemhcrantasan  penyakit,
imunisasi, pembinaan keschatan lngkungan, PEM, Usahs
Kesehatan Sekolah, Olahraga, pengobatan termasuk pelayanan
Darurat  karena kecelakasn, kesehatan gigi dan  muiut,
Lahomturinm sederhana, upaya keschatan jiwa, mata seria
pencatatan dan pelaporan. |

o Pelaksansan  pembinasn  upsya  keschatan, peran - scria
masyarakat, koordinasi semupa upaya  keschatan,  sarana
pelayanan  kesehatan,  pelaksanaan rijikan  medis,
pembanman sarmna dan pembinaan teknis kepada puskesmas
pembant, Bidan - bidan Desa, Unit pelayanan kesehatan
swasta serta kader pembangunan kesehatan;

d. Pelaksanaan urusan adminisirasi, kenangan dan 'rl__:_mah
Tangga..

Bagian Kecmpat
UPTD Gudang Farinasi pada Dinas Kesshatan
Pasal 12
(1) UPTD Gudang Farmasi merupakan unsur pelaksana feknis
' Operasional Dinas Heschatan di bidang penyediaan Ohat-
vibatan, perbekalan Farmasi dan peralatan Keschatan ;
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(2 U.T"TD. Glﬂiﬂllg Fhrmﬂm di plmlmf oleh &carang H.F].'!H'].;El Fang |
berada di hawah dan hf-rtanggunﬁ Jjawah kepada Kepala [Hnas

Kesehatarn,

Pasal 13-

UPTD Gudang Farmast mempunysi figas melaksanakan sehagian
tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pengelolaan, penerimaan,
penyimpanan dan pendistribusian obat, perbekalan farmsasi dan
peralatan  kesehatan :,rﬂng diperlukan dalam rangka pelayanan

‘keschatan ;

Pasal 14

Untuit menyelenggaraken tagas terscbut pada pesel 13, UPTD
Gudang Farmasi mempunyai fungsi ; :

A Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharsan dan

pendistribusian obat, perbelkalan farmasi dan alat kesehatan

b.  Penyvusunan rencana pencatatan den p::“lapﬂmn, perscdeasm
dan penggnnaan obat, perbekalan farmasi dan alat keschatan ;

. Priaksanasm pcngmnatan multu dan khasiat ohﬂlm UL
haik vang ada dalam persedisan maupun vang didistribusikan;

d. Pelaksanan urusan administrasi, keusngan dan rumsh tangga.
Bagian Kelima
UPTD Laboratorium Air pada Dinas Kesehatan
Paszal 15
(1] ‘UPID Lahoratorinm Air mernpakan unsur pelaksana tekois

operasional Dinas Keschatan di bidang pemerikssan knalitas
Adr ; :

{3 UPFTD Laboratorinm Air di pimpin oleh seorsng kepals vang

berada di bawah dan bertanggungawab kepads kepala Dinas
Kesehatan.

Pasal 16
UPTD Laboratorium Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Keschatan di bidang pengawssan dan pemerikaasan
kualitas Air, yang melipnti pemerilcsaaan Kimia Air, pemerlosssm
Fisika Air dan pemeriksaan Mikrobiologis Adr,

Pagal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, UPTD
Laboratoriam Air mempuonyai fungsi .

a, pelaksanasn.. ..




A, Pelaksanaan pemeriksaan koalitas Adr ;
b,  Pelaksaussn Pengawasan muta Air

¢. Prlaksanaan Pemeliharsan, pengadaan alat dan bahan [
Reagensia Laboratorinm Adr
d. Pelaksanaan urusan  administass,  Kewsogan @ dan rumah

Bagian Keeram
UPTD Sariggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan
MNasional
Pasal 18
{i} UPTD Sanggar Kegintan Belajar merupiakan unsur pelaksans
teknizs Operasional  Dinas Pendidikan Nasional di bidang
kegiatan belajar pendidikan har sekolah ;
2} UPTD Sanggar Kegiatan Belajar di pimpin oleb seorang Kepals
- yang berada i bawah dan bertomgsung jawab kepada Kepala
Pasal 19

UPFTD Sanggar Kegiatan Belgjar mempunyai tugas melaksanalon
schagian mgas  Dinas - Pendidiken  Nesional d4i bidang
penyelenggaraan Sanggar  Kepiatan  Belajar  yang  meliputd
pembuatan percontohan dan pengendalian mutu  pelaksanaan
program pendidikan hiar sckolah, Pomuda dan Olahraga,

Pasal 20

Untuk menyelengesrakan tugas tersebut pada pasal 19, UFTD
Sanggar Kegiatan Helajar mempunyad fungsi

a.  Pembanglitan dan penumbuahan kemaoan belajar masvarakat
dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar ;

b.  Pemberiam motivaszi dan pcm]:mﬂﬁm masyarakat agar mau dam

mampn menjadi  pendidik  dalam peiﬂkaanaan a7as saling
m-:mhnlagarkaﬂ

¢, Pemboatan percontohan berbagal program dan peéngendalian
mum- pelaksanaan program pendidikan iuar sekolah, pemuds
dan Olahraga ;

d.  Peoyusunan dan pengadaan sarana belajar musatan lokal |

¢, Pelaksanaon pendidiksm dan pelatihsn  {enags pelaksans
pendidikan liar sekolah, pemuda dan olahraga ;

f  Pelaksanaan urusan adminisirasi, kewangan dan rumsah
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U'PTD Alat- alax Emr'at ﬁﬂn Purﬁengkelan pada Dinas Bina
- Marga

Pasal 21
1) UPTD Alat-niat Berat dan Perbenghelan mervpakan unsur
pelalsans teknis Operasional Dinss Bina Marga di bidang
pemelibiaraan alat-alat Berat dan Perbengkelan ;-

{2} UPTD Alat Alat Berat dao Perbengkelam di pimpin olch scorang:
Kepala yang berada di bawah dan hertm:ggtmg]awah kepada
F.l:palaDmﬂ.ﬂ Bina Marga.

Pas-ai.lﬂﬂ
UPTL Alat-Alat Berat dan Perbengkelan mempunyad tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dalan pengelolasn
alal-glat berat dan perbengkelan, pemclibarazn dan  perbaikan
pecatatan,

Pasal 23

Unmk menyvelenggarakan tagas tersebut pa:ia pasal 22, UPTD alat-
alat Berat dan Perbengkelan  mempunyai ﬁ:ngm

a4, Pclaksanaan Pengurussen dan pcngchlaan alat-alat berat ;
L. Pelaksanasn pemeliharasn dan persswatan peralatarn |

~ ¢. Prlaksanaan perbengkelan dan perbaikan peralatan ;

d. Pelaksanaan wmsan adminisirasi, keuangan dan rumahb
tangga. -

- Bagian Kedelapan

UPTD Pengujian Kendaraan Bermeotor Pada Dinas
Perhubungan

Fasal 24
(I} UPTD Pengujiem Kendaraan Bermotor merupaklent unswur
- pelaksana  tckmis Operasional Dinas Perhubungan di hidang
Pengujian Kendaraan Bermotor ;
(2} UPTD Pengujian Kendarasn Bermotor di pimpio oleh scorang

Kepala vang berada di bawah dan bertenggung jawab kepada
Kepala Dinas Pehubungan.

Pasal 25..........
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Pasal 235
UPTD Pengujian Kendaraan ~ Rermotor mempunyai  tngas
melaksanakan schagian tugas. Dinas Perhubungan  dalam
melakukan pengujian dan pemeriksanan Bagian-bagian kenderaan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan

khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknik dan
laik jalan.

Pasal 26

Untuk menyelengparakan tugas tersebut pads pasal 25, UPTD
Pengujien Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi

a. Penyusunsn rencana dap program pelaksanasn, peninglstan
maupun pengembangan pengujian ;.

b. Pelaksanaan pengajian dan pemeriksasan  sceara  feknis
terhadap kendaraan bermotor wajib nji sesuai peraturan yang
berlakn ;

.  Pelaksanaan pemhm.aan teknis  kepada pemﬂik kendaraan
wajib wjl serta peogaturan tempat dodud ﬂiﬂ.tl. alat tambahan
khusus pada kendaraan wajib l.l.jl

'.d. Pelaksanaan pomelibharsan dﬂn p&menksﬂa;u . peralatan

pengujian serta evaluasi terhardap pelaksanaan pengojian.

e, Pelaksanasm umsan administrasi, kewangesn dan romsh
tangga.

Bagian Kesembiban
UPTD Terminal dan Perparkiran pada Pinas Perhubungan
| " Pasal 27

(1} UPED Terminal dan Perparkitan merupakan nnsur pelaksana
teknis Operasional Dinas Perhubungsn di bidang pengelolaan
Terminal dan Perparkiran ;

{2) UPTD Terminal dan Perparkiran di pimpin olch seorang Hepala
yvang berada di bawah dan bertangeung jawab kepada Kepala
Dinas Perhubungan dan - secars - operasional diloordmasikan
oleh Camat.

| Pasal 28

UPTD Terminal dan Perparkiran mempunysi tuges melnlsanalan
schagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal
dann  perparkiran  vang - menjadi  tanggungjawabnya  meliputi
pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kendarast
vang keluar masok terminal serta melakokan  pengelolaan,
pengainran dan pengawasan perparkiran.

Pasal 29..........
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Uﬂtuk menyelenggarakan tngas tersehiut pada phsa’l 28, UPTD
Terminal dan Perparkiran mempunyai fungs:

a. . Pelaksanzsn pengaturan  terhadap kendarsan vang eehuar
masnk ferminal ;

b, Pengaturan tempat tanggn dan arus Kendarsan oom dalam
terminasl

e Pengaturan  kedatangan  dan  pemberangkatan  kendaraan
mentrul jadwal vang tclah ditetapkan ;

d. Femunm;m jasa pelayanan lerminal

c.  Pengatnran arus lalu bntas di dacrah peogawasan terminal ;
f. Pemyusunan rencaps dan penetapan lokasi parkir ;

g.  Pembanguman dan pengelolann fasilitas parldr ;

h.  Pengawasan den pemungatan retribusi parkir ;

i Pelaksanasn urusan administrasi; keuangan dan romah tangga. |

Bagian Kesepuluh

UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan
earar

Pagad 30
(1) UPTD Rumsh Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis
Operasional Dinas Peternakan dan Perikanan  di bidang
Pemotongan Hewan.
{21 UPTD Rumah Potong Hewsan di pimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Peternakan dan Perikanan,

Pasal 31

UFTT} RFumah Potong Hewan mempunyai  tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pelaksanaan.

pemotongan hewan f ternak sclain unggas untuk menghasilkan
daging komsnmsi yang sehat. :
' Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tuogas tersebut pada pasal 31, UPTIj
Rumah Potong Hewsn mempunysd fongsi ;

a. melaksanakan ... ...
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Melaksanakan pemotongan Hewan Temak segual peramran
yang herlaku ;

Melaksanakam pemenkaaan Hewan Ternak a:bel'um dipotong
{mite mortem) dan pemeriksasn daging (post mortem) untnk

mencegal penularan penyakit hewan ke manusis ;

Mendeteksi dan memonitor Keschatan dan keaslian dag;mg vang
diperjual beliftan untuk kousnmsi masyarakat ;

Mclak'ulm.u pcmnnkmn dan mcrmmﬂn.g tl&fhﬂliﬂp alat anglut
-iagmg dan kios atan tempat penjualan daging ;

Mclalmkﬂﬂ pr:ngalahan limbah pemotongan Hewan agar tidak

Melaksanakan aciekai dan pengendalion pemotongan  Hewan

. hesar betina bertanduk vang mas;h Produktif ;

Melaksanalkan pcmuﬂgutan Fetribost atas jasa pemotongan
hewan ; '

- Melaksanalkan hlmhmgan dan pembinaan kepada pemegang ljin

Potomng Ht:wan
FPelaksanaan urusan administasi, kenangan dan rumah tangga.
UPTD Balai Benih lkan pada Dinas Peternakan dan
perikanan:
Pasal 33

UPTD Balai Benih Ikan merapalan uansur pc]a.ksana-if.lmiﬂ
Operasional Dinas Peternakan dan  Perikanan  di  Bidang

penyediaan dan produlksi Benih lhean.
UPTE Balasi Benih lkan di pimpin oleh seorang Htpa]ﬂ yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Petermakan dan Peribcaoan.,

Pasal 34

UFTT) Balai Benih Hkean mempunyad tugas melaksanakan sebagian

Migas Dinas Peterpaksn dan Perikansn  dalam  penvediaan dan

pengadaan benih, pelaksanaan bimbingan langsung terhadsap Usaha
Pembenihan Rakyat dalam vangka meninglkatlkan produksi dan mutn
benh seria peningkatan teknik pembenihan,

Pasal 35............
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Pasal 35

Untuk menyeclenggarakan tugas tﬂrmbut pada pasal 34 UPTD Balai
Benih tkan mempunyvai fungsi :

A Pelakﬂ.énanu Pengadaan dan penyalursm aduk anggul kepada
Usaha Pembenihan Rakyat dan pengendalian mutu henih

b.  Pengadaan benih ikan untuk keperfuan penebaran di perairan
umum, untuk penyuluban scrta untuk mengis: kekurangan
benih yang dibasilkan olch Usaha Pembenthan Rakyad ;

¢, Pelaksanasn uj lﬂjﬁngﬂn tekenologh pembenihan

d, Menycharluaskan teknologi pembeniban  dilapangan  kepada
Usaha Pembenibhan Rakyat ;

c. Prlakssnasn Urnsan administrasi, keuangan dan ramah tangga

UPTD Ealeu Proteksi Tanaman Pangan dan Hertiknlura
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 36

{1} UFTD Balai Proteksi Tapamsan  Pangan dan Horifkatoera
merupakan  unsur  periaksana  teknis operasional  Dinas
Pertanian Tanaman Pangan di bideng Proteksi Tanaman Pemgan
dan Hortkultura.

UPFTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di
{2} B
- pimpin oleh secrang kepala  yaug berada di bawah dan
bertanggung jawad kepada Hepala Dinas Pertansi Taosnamnm
Paiigani.

tPasal 37

UPTL Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortllooltura mempunyai
mgas melakssnakan sehagian mgas {Mnas Pertanisn Tansaman
Pangan i bidang pengamatun serta peramalan, pensrapan dan
pongembangan  pengendalian hama penyeldf - tanaman secrta
petgawasan pestisiia,

Pasal 38

Hntak menyelenggaraltan tngas tersebhut pada pasal 37, UPTD Balat
Protcksi Tanaman Pangan dan Hortikoltura mempunyad fungs:

A, Pelaksanaan bimbingsn, pembinaan dan peagewasan di bidang
pinicksi tanaman pangan dan Hortkultura

h. Pelaksanaan Peﬂg:émamn dan penctapan disgnosa hama dan
penyakit tansman pangan dan Hortiloaltura
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€. F::l‘aks.ﬁnami . penerapan dan  pengfmbangan  teknik
pemberantasan hama  penyakil  tenaman  pangen  dan
hortikultura ; I

d. Peldksanaan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan
dan perggunaan peslisida serta hahan pemhc:mntashﬂ.m:adm
penyakit lninnya ;

c.  Pelaksamaam pl:nychaﬂuaﬂan informasi me.ngt:nai hc;au:laan
hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikuliurs ;

f Ftlaksmman bimbingsn dan bantuan uatuk ptmhz:rantﬂm
serta pelaksanaan  pemberantasan hama penyakit tanﬂmm
pangan oan Horlikaltura,

g Pelaksanasn operasional Isborstorium hama dan pcn},fa]ﬂt-
tﬂ.nﬂmaﬂd&ﬂlabm‘aﬁu:umpﬁﬂtmnia.

" h Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan mmah tangga.

Bagian ketigabelas

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / Bibit
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas
Fertanian Tanaman Pangan

Pasal 39

{1} UPTD Halai Pengawasan Mum dan Sertifikesi Bemb f Bibit
Pertanisn Tanaman Pangan dan Hortikultura mertupakan unsur
Pelaksana Teknis operasional Divas Pertanisn Tanasman Pangan
di bidemg pengawasen mut den  sertifikasi benih [ bibit
Pertamian Tanaman Pangan dam Hortikultura,

M2} UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Secrtifikasi Benih [ Bibit

Pertanian Tanaman Pangan di paspin oleh seorang Kepala yang
herada di bawah d#n bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 40

UPTD Balai Pengawasan Muti dan Sertifikasi Benih / Bibit Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikubmra mempunyai tughs Meldksanakan
schagian  tugas Dinas Pertandan Tanaman Pangan  di bidumy
pelaksanaan pengawasan mutu dan scrtifikasi benith [/ hibit
tanaman pangan dan Hortikubtara, .

Pasal 41
Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 40, UPTT Balai
Pengawaszan Mutu dan Sertifikasi Benih §/ Bibit Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikuliura mempunyai fungsi -

a, pelaksansan.,, ...
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a. Pelalssnaan pembinaan, pengawasan mule dan  sertifikasi
benih [ bibit serta pengaswasen pemidnian varictas tanaman
pangan dan hortikuliurs ;

b. Pelaksansan diterminasi Klonai buah-buahan.

¢. Pelaksansan inventarisasi penyebaran varietas tanaman pangan
dan hortikultara ;

d. Pelalsamasn pelepassn verictas unggul lokal dan observasi
persiapan Varctas buah-buaban ;

e. Pelaksanaan pelayensn scrtifiiasi dan pelabelan benih / bibit
serla pengawasan mutu dan monitoring penebaran benih / bibit
tanaman pangan dan hortilmltors ;

f.  Pelaksanasn pengelolaan laborstorium bendh [ bibit tanaman
pangan hortikuitura |

g. Pelaksanaan urusan administresi, keuangan dan romah
Tangea.

Bagian Keempathelas

UPTD Pembibitan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Passal 42

{1} UPTD Pembibiten den Dines Perlebuonsn  dan Eehutanan
merupakan unsor  pelaksana  tekmis  operssional  Dinas
Perkebunan dan Kehulanan di bidang peoyvediaan bibit
tanaman perkebunan dan Kehotanan,

{2} UPTD Pembibitan di pimpin olch seorang kepala yvang berads di
bawah dan berfanggung jawab kepada Kepala Dinas
Ferkebunan dan Kehutanan,

Pasal 43

UFTD Pembibitan mempunyai fugas melalsanaken sebagian tugas
Dinas Perkebunsan dan Kebutsnan 4i bidang penyedisam dan
pengadaan benih § bibit tanearsan, pengawasan muin dan sertifikas
benih [ bibil tansaman seria melakukan bimbingan penangkaran
benih f bibit tanaman Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 44

Untuk menvelenggarakan tuges tersebut pedsa pﬁ‘"]&] 43, UPTD
pembibitan mempunyad fungsi :

a, Peloksanaan penyedissn, pengadasn, penyaluran benih dan
bahan tanaman, pembinaan dan pengswason penanglaran
benih, sertifiltasi serta pemelibaraan kebun indulc ;
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{1} Susunan Organisasi tniy Pelaksans Teknis Dinas terdiri dari -

{2) Bagan Strukmy Organisasi - gt Pelaksang Telnis Dinas
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Dalam melaksanakan tugasnya :I{&pﬂ]a Unit PﬁlﬂkaanaTﬁkﬁm Dinas,
petugas administrasi, petugas Operasional dan kelompolk Tenaga = -
Fungsgional wajili - menerapksn prinsip koordingsi, integrasi dan
sinkromnsasi baik: ﬂﬂlﬂ.ﬂ] lingkungan unit kerjanva m&upun de.ngan

unit et

. ' | : Pasal 50
Kepala UPTD  wajib mengawasi bawahanuya masing-masing,
mengkoonlinasikan bawahanya dan memberikan bimbingan serta

p:t:.mmk bagi pelaksanasn tugas hawabanys dan bila  terjadi
penyimpangan agar mengambil langkab-langksh sesusai dengan

:' - Peraturan yang berlaku.
kT " BAB VI
PENUTUFP
| Pasal 51
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka scgala kcthntl..l&n y‘ang
mengator-tentang Organisasi dan Tata Kenja UPTD dmyatakm tidalk
berlaku..
: Pasal 52
Keputusan ini mlsi berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahninya, mﬂmm:intﬂhlmn

Ty : Pengundangan Keputusan ini  dengan PEDEmpEtEJ]nj'E. dalam R
g-/} _ Lmhmﬂmmmmmmﬁm ' o

Ditetapkan  di = Muara Enim o
pada tanggal 22 JANUART 2001 4
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